
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang:

Mengingat

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (U

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebageimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling

lambat6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Uridang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286};

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355J;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 6ö,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400J;



5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4ò81};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5679};

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022

Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4575};

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor

25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614};

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165};

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2017

Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041};



13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6057} sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor1 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6847};

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia 6322};

15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019

Nouior 52, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6323};

16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 33} sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1ò

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

63);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926};

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 90};



2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran

2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07

Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal1

(1} Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan Neraca;

(2} Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahan Daerah.

Pasal2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 ayat (1} hurufa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1. 125.793.748.600,45

b. Belanja Rp. 1.335.759.7 17.67T,50

Surplus/defisit Rp. (209.965.969.077,05}



c. Pembiayaan

- Penerimaan

- Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp. 264.154.590.650,03

Rp. 0,00

Rp. 204.154.590.650,03

Pasal3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.4.213.012.633,45 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.121.580.735.9d7,00

b. Realisasi Rp. 1.125.793.748.ó0O,45

Selisih lebih/ (kurang} Rp. 4.2 13.012.633,45

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp.(50.334.205.5ö1,50) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja

setelah perubahan Rp. 1.386.093.923.239,00

b. Realisasi Rp. 1.335.759.717.677,50

Selisih lebih/ (kurang} Rp. (50.334.205.5ö1,50}

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.54.547.2 18.194,95 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit

setelah perubahan Rp. {264.513.187.272,00)

b. Realisasi Rp. (209.965.969.077,05}

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 54.547.2 18.194,95

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp.(1.805.495.291,97} dengan rincian sebagai

berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 2d5.960.085.942,00

b. Realisasi Rp. 264.154.590.050,03

Selisih lebih/ (kurang} Rp. (1.805.495.291,97}

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp.(1.446.898.670,00) dengan rincian sebagai

berikut:



a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 1.446.898.670,00

b. Realisasi Rp. 0,00

Selisih lebih/ (kurang} Rp. (1.44d.898.h70,00)

(6} Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp.(358.59h.621,97} dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 2d4.513.187.272,00

b. Realisasi Rp. 264.154.590.650,03

Selisih lebih/ (kurang} Rp. (358.59h.C›2 1,97)

Pasal4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} hurufe untuk periode yang

berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai

berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan

c. Selisih Penggunaan SAL

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA/SiKPA

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Rp. 90.930.410.941,93

Rp. 96.930.410.94 1,93

Rp. (0,00)

Rp. 54.188.62 1.572,98

Tahun Sebelumnya Rp. 0,00

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 54.188.h21.572,98

PasalS

Neraea sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1} hurufb

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana

Rp. 1.501.677.545.362,25

Rp. 171.416.259.798,05

Rp. 1.330.2h 1.285.504,20

Pasal6

Laporan Operasional sebagimana dimaksud dalam Pasall ayat

(1} hurufd untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan- LO Rp. 1.124.319.060.419,41

b. Beban Rp. 1.213.002.897.932,05

c. Kegiatan Non Operasional Rp. (7.59 1.171.497,00}



d. Poe Luar Biasa

Surplus/ Defisit-LO

Rp. (8.059.964.600,00}

Rp. (99.334.9h7.ö09,64}

Pasal7

Laporan Arus Kas sebagimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (1)

hurufe untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari

tahun 2022

b. Ams Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi

c. Ams Kas Bersih dari Aktivitas

Investasi

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Pendanaan

e. Ams Kas Bersih dari Aktivitas

Transitoris

Rp. 97.O5ö.584.739,15

Rp. 127.257.920.ö49,95

f. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2022

Rp. (337.223.889.727,00)

Rp. 107.224.179.708,10

Rp. (117.07ö.651,27)

Rp. 54.197.718.7 18,93

Pasal8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat {1} huruff untuk periode yang berakhir sampai dengan31

Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awa1 Rp. 1.423.509.068.ö22,83

b. Surplus/ Defisit - LO Rp. (99.334.967.öO9,64}

c. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 0,00

d. Koreksi ekuitas - Penyisihan

Piutang Rp. 28.585.533,01

e. Koreksi ekuitas - Aset Tetap Rp. {319.735.376,00}

f. Koreksi ekuitas — Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap

g. Ekuitas Akhir

Rp. h.378.334.394,00

Rp. 1.330.2ö 1.285.5ö4,20

Pasal9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal1

ayat (1} hurufg Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik

secara kuantitatif maupun kuallitatif atas pos-pos laporan

keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal1 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari

a. Lampiran I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA} terdiri

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. LampiranV

f. Lampiran Vl

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. LampiranX

k. Lampiran XI

l. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI

q. Lampiran XVII

r. Lampiran XVIII

atas;

Ringkasan LRA menurut urusan

pemerintahan daerah dan Organisasi;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja,

dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak

Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar RekapitulasiA set Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam

Pekerjaan;

Daftar RekapitulasiA set Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;



Diundangkan

Pada tanggal

UAN

Daftar Sub Kegiatan yang belum

dieelesaikan sampai akhir tahun anggaran

2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/ Perueahaan Daerah;

Paeal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pas4l2

Peraturan Daerah intmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Diteta kan di Gunungt

ASU ,

' ’ *

DAERAH KABU TENPADANG LAWAS UTARA,

SYUKUR P.HASIBUAN

LEMBARAN DAE KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023

NOMOR1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-51/2023]


